








ABSTRAK

Jamaludin Rioeh, NIM.711520017, 2022. Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di
Kabupaten Buol. Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Dibawah Bimbingan Dr. Zuchri
Abdussamad, S.I.K., M.Si dan

Dr. Sukarman Kamuli, M.Si

Tujuan penelitian yakni: 1). Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah tentang
penertiban hewan ternak di Kab. Buol, yang dikaji dari: a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c).
Monitoring dan evaluasi, 2). Untuk mengetahui Faktor penentu implementasi kebijakan peraturan
daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari: a). Standar dan sasaran kebijakan,
b). Sumber daya, c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d). karakteristik organisasi
agen pelaksana, e). Sikap para pelaksana, f). Konsisi sosial ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, lokasi penelitian adalah di Penelitian ini
dilaksanakan di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Buol diantaranya adalah 1). Kecamatan Bokat
2). Kecamatan Bunobogu 3). Kecamatan Gadung. Teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan data kualitatif berdasarkan
konsep Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban
hewan ternak di Kab. Buol, dikaji dari: a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c). Monitoring dan evaluasi
telah dilaksanakan namun belum optimal. Pada aspek perencanaan Dinas Teknik yang merancang dan
mengeluarkan kebijakan hewan ternak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya. selain itu, pada
aspek pelaksanaan kerjasama lintas sektor yang kurang berjalan dengan baik, serta tidak adanya
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten ke tingkat kecamatan sehinga masih
banyak dijumpai hewan ternak yang masih berkeliran di tempat umum. Adapun Faktor penentu
implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kab. Buol. dikaji dari: a).
Standar dan sasaran kebijakan, b). Sumber daya, c). Komunikasi antar organisasi dan penguatan
aktivitas, d). karakteristik organisasi agen pelaksana, e). Sikap para pelaksana, f). Konsisi sosial
ekonomi telah dilaksanakan namun masih belum optimal dari standar dan sasaran kebijakan yang
belum sesuai dengan isi kebijakan dalam hal pemberian denda kepada pemilik ternak yang melanggar,
minimnya sumber daya manusia terkait tenaga Penyidik PNS (PPNS) dan agen pelaksana ditingkat
kecamatan hanya lulusan SD, dan agen pelaksana ditingkat desa pun hanya hanya memiliki latar
belakang pendidikan SD, pada aspek komunikasi, koordinasi antar Dinas terkait masih kurang
khususunya ditingkat Kabupaten yang kurang berjalan dengan baik sehingga unsur kejelasan dan isi
pesan dari kebijakan penertiban hewan ternak masih kurang memiliki kejelasan, serta sikap para
pelaksana yang masih kurang sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ini karena daya dukung
anggaran yang masih minim dalam memberikan honor kepada tim pelaksana
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